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Rumsh tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seiwiuh anggota
keluarga. Namun pada kenyataannya, justiu banyak rumah tangga menjadi tempat
pendentaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan Kekerasan datam
nmnah tanggs, memuout Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ( UU PDRT) sebenamya adalah-

Setiap pertusman terhadap seseorang tengama perempuan yang berakibat
timbulnya kecengsaraan dan penderitaan secara sk, seksual, psikologis dan atau
penelantaran rumsh tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbustan,
pemaksaan aly perarapasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumsh tanggge. Kemudian, Pasal 1 UU No. | Tahun 1974 tentang perkawinan
(UUP) meaetapkan bahwa:
“Oasar perkawinan adalah : adanya ikstan lahic bathin antaca seorang pria dengan
seorang wanita sebagal suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarimo Tuhan Yang Maha Esa”.!
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimililc manusia secara kodrati tanpa
pengecualian dan keistemawazn bagi golongan, kelompok maupun tingkst sosial

@annsia teftentn.”

' Saraswati Rika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga,
Banfung, Citra Aditya Bakti, 2006.

* Sadii Saparinah, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dalam
Pemahaman Bentuk - bentitk Waniwa dan Jender, Universitas Indonesia, 2000



Hak-hak tersebut mencakup antara {ain hak atas kehidupan, keamanan,kebebasan,
berpendapat dan merdeka dan segala bentuk penindzsan yang wajib dijunjung
tinggi, tidak saja oleh setiap individu dan suatu negara yang mengakui keberadaan
dan meughargai HAM itu sendiri, namun herus pula dijamin oleh negara tanpa
ada perkecualiannya.?

Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat
diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi suatu konversi
international tentang HAM atau mengeluarkan persturan apa pun yang menjamin
hak asasi warga negaranya. Namun lebih mcrupakan sanggung jawab negara
dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap wargeaya secara kodrati
dan mempertibstlan penghargaan negara ates hak-hak tersebut karema hak-hak
yang paling asasi tersebut secara kodrati dimiliki oleh tiap mapusia bersamaan
dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka.*

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyerakat di dalam suatu
negera, merupakan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi Deklacasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara
eksplinsit tentang adanya jaminan hak asasi weradsp kelompok perempuan

secara khusus namun dalam Pasal 2 DUHAM dimuat

* Huijbers Theo, Filfasat Hukum, Jakart, Konisius, [995.
* Antop Baker dalam St. Harum Pudjiarto, Rs, Hak Asasi Manusia Kajian Filosofi
Yogyakarta, 199, him. 2



